
OPD : 

Urusan
Prioritas 

Nasional

Prioritas 

Provinsi

Sasaran Tahunan 

OPD

Indikator 

Kinerja 

Sasaran 

OPD

Target 

Indikator 

Kinerja 

Sasaran 

OPD

Program Indikator Program

Target 

Indikator 

Program

Kegiatan Sub Kegiatan

 Target 

Indikator 

Kinerja Sub 

Kegiatan

Penyusunan 

Dokumen 

Laporan 

Keuangan

8 Dokumen

Penyusunan 

Tindak Lanjut 

Hasil 

Pemeriksaan 

(TLHP) Aparat 

Pengawas 

Instansi 

Pemerintah 

(APIP)

 Dokumen

Penyusunan 

Dokumen 

Laporan Pajak

3 Dokumen

Penyusunan 

Laporan Evaluasi 

Program Kegiatan

3 dokumen

Monitoring dan 

Evaluasi
4 dokumen

Pohon Kinerja Target RPJMD/Rensta OPD/RKPD/Renja OPD Tahun 2020

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN

Perencanaan

Memperkuat 

Stabilitas 

Polhukhankam 

Dan 

Transformasi 

Pelayanan 

Publik

Meningkatnya 

Tata kelola 

pemerintahan 

yang Akuntabel

Capaian 

SAKIP 

(Sistem 

Akuntabilita

s Kinerja 

Instansi 

Pemerintah) 

OPD

Capaian 

kesesuaian dengan 

Parameter 

penilaian dokumen 

perencanaan, 

evaluasi dan 

pelaporan 

perangkat daerah

100%

Perencanaan, 

Evaluasi dan 

Pelaporan

Persentase 

terwujudnya 

penata usaha 

keuangan dan 

pencapaian kinerja 

program yang 

mendukung yang 

mendukung 

kelancaran tugas 

dan fungsi SKPD

100%

Penyusunan 

Laporan Kinerja 

Keuangan dan 

Neraca Aset

85 Nilai

Program Tata 

Kelola 

Pemerintahan 



Penyusunan 

Perencanaan 

Program dan 

Kegiatan 

Tahunan

9 dokumen

Penyusunan 

Laporan Evaluasi 

dan Pengendalian

12 Dokumen 

Penyediaan Data 

dan Informasi 

Pembangunan

6 Dokumen

Koordinasi an 

Konsultasi 

Kedalam dan 

Keluar Daerah

1 kegiatan

Penyediaan 

Barang dan Jasa 

Perkantoran

6 kegiatan

Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasarana Kantor

2 kegiatan

Pengadaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Perlengkapan 

dan Peralatan 

Kantor

1 kegiatan

Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana Kantor 

Kawasan 

Strategis

1 kegiatan

Perencanaan

Memperkuat 

Stabilitas 

Polhukhankam 

Dan 

Transformasi 

Pelayanan 

Publik

Meningkatnya 

Tata kelola 

pemerintahan 

yang Akuntabel

Capaian 

SAKIP 

(Sistem 

Akuntabilita

s Kinerja 

Instansi 

Pemerintah) 

OPD

Capaian 

kesesuaian dengan 

Parameter 

penilaian dokumen 

perencanaan, 

evaluasi dan 

pelaporan 

perangkat daerah

100%

Perencanaan, 

Evaluasi dan 

Pelaporan

Penyediaan 

Barang Jasa, 

Pengadaan dan 

Pemeliharaan 

Sarana Prasarana 

Perkantoran

85 Nilai

Program Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

Persentase Sarana 

Prasarana 

Perkantoran yang 

mendukung 

kelancaran tugas 

dan fungsi 

administrasi 

perangkat daerah

100%



Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana Kantor 

Kawasan 

Strategis

4 kegiatan

Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana Kantor 

Kawasan 

Strategis

12 bulan

Pengelolaan 

Kearsipan 

Dinamis 

12 bulan

Pengelolaan 

Perpustakaan 

Khusus

12 bulan

Peningkatan 

Kompetensi 

Aparatur

1 kegiatan

Fasilitasi 

Administrasi 

Kepegawaian

1 kegiatan

Pembangunan 

Instalasi 

Pengolahan Air 

Lintas 

Kabupaten/Kota

137,99 ltr/ det

Perencanaan

Memperkuat 

Stabilitas 

Polhukhankam 

Dan 

Transformasi 

Pelayanan 

Publik

Meningkatnya 

Tata kelola 

pemerintahan 

yang Akuntabel

Capaian 

SAKIP 

(Sistem 

Akuntabilita

s Kinerja 

Instansi 

Pemerintah) 

OPD

Persentase 

terwujudnya 

peningkatan 

kapasitas 

sumberdaya 

Aparatur yang 

mendukung 

kelancaran tugas 

dan fungsi SKPD

Urusan 

Pemerintaha

n Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Peningkatan 

Kapasitas 

Aparatur

85 Nilai

Program Tata 

Kelola 

Pemerintahan 

Persentase Sarana 

Prasarana 

Perkantoran yang 

mendukung 

kelancaran tugas 

dan fungsi 

administrasi 

perangkat daerah

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Air Bersih

Memperkuat 

Infrastruktur 

untuk 

Mendukung 

Pengembangan 

 Ekonomi dan 

Pelayanan 

Dasar

Penguatan 

Interkonektivi

tas melalui 

Pembanguan 

Infrastruktur

Meningkatnya 

perumahan dan 

pemukinan yang 

layak, ketersediaan 

air minum dan air 

limbah regional 

serta pengelolaan 

sampah regional

cakupan 

penyediaan 

pengelolaan 

sampah

20.00% Keciptakaryaan

Persentase Rumah 

Tangga yang 

memiliki Akses Air 

Minum

88%

100%

Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana Kantor 

Kawasan 

Strategis



Pembangunan 

Baru SPAM 

Jaringan 

Perpipaan

12 ltr/ det

Pembangunan 

TPA/TPST/SPA 

Kewenangan 

Provinsi

477.420 Jiwa

Penyediaan 

Sarana dan 

Prasarana 

Persampahan

1.250 Jiwa

Perencanaan 

Teknis Bidang 

Infrastruktur

6 Dokumen

Pengawasan 

Teknis

Infrastruktur 

KeCipta Karyaan

1 Dokumen

Penyelenggaraan 

Pengadaan 

Lahan 

Infrastruktur 

Keciptakaryaan

Penyelenggaraan

Pengadaan 

Lahan 

Infrastruktur 

Keciptakaryaan

10.000 m2

Cakupan 

penyediaan 

pelayanan 

pengolahan air 

limbah domestik 

regional lintas 

kabupaten/kota

15%

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Sanitasi

Penyediaan 

IPALD
700 KK

Persentase Rumah 

Tangga yang 

memiliki Akses Air 

Minum

88%
Pengelolaan dan 

Pengembangan Air 

Bersih

Pembangunan 

Baru SPAM 

Bukan Jaringan 

Perpipaan

14 ltr/ det

Urusan 

Pemerintaha

n Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Air Bersih

Memperkuat 

Infrastruktur 

untuk 

Mendukung 

Pengembangan 

 Ekonomi dan 

Pelayanan 

Dasar

Penguatan 

Interkonektivi

tas melalui 

Pembanguan 

Infrastruktur

Meningkatnya 

perumahan dan 

pemukinan yang 

layak, ketersediaan 

air minum dan air 

limbah regional 

serta pengelolaan 

sampah regional

cakupan 

penyediaan 

pengelolaan 

sampah

20.00% Keciptakaryaan

Persentase Rumah 

Tangga yang 

memiliki Akses Air 

Minum

88%

Meningkatnya 

perumahan dan 

pemukinan yang 

layak, ketersediaan 

air minum dan air 

limbah regional serta 

pengelolaan sampah 

regional

cakupan 

penyediaan 

pengelolaan 

sampah

20% Keciptakaryaan

Perencanaan dan 

Pengawasan 

Teknis Bidang 

Infrastruktur 

Permukiman

Cakupan 

penyediaan 

prasarana 

persampahan 

Regional

20%

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Persampahan



Cakupan 

penyediaan 

pelayanan 

pengolahan air 

limbah domestik 

regional lintas 

kabupaten/kota

15%

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Sanitasi

Penyediaan 

IPALD
700 KK

Penataan Sarana 

dan Prasarana 

Kawasan 

Strategis

Penataan Sarana 

dan Prasarana 

Kawasan 

Strategis

1 Kegiatan

Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasarana  

Kawasan 

Strategis

Pemeliharaan 

Sarana dan 

Prasarana  

Kawasan 

Strategis

2 Kawasan

persentase 

pengelolaan 

gedung strategis 

Provinsi

89%

Pengelolaan 

gedung strategis 

Provinsi

Pengelolaan 

Gedung Strategis 

Provinsi

1 Gedung

Meningkatnya 

Sarana dan 

prasarana 

bangunan pada 

kawasan Strategis 

Provinsi yang 

berkualitas

persentase 

penyelengga

raan 

bangunan 

dan 

lingkungan 

dikawasan 

strategis 

Provinsi

88.00%

Penataan 

Bangunan dan 

Lingkungan

 persentase 

penyelenggaraan 

bangunan dan 

lingkungan 

dikawasan 

strategis Provinsi

88%

Penyelenggaraan 

bangunan dan 

lingkungan 

dikawasan 

strategis Provinsi

Penyelenggaraan 

Bangunan dan 

Lingkungan

di Kawasan 

Strategis Daerah 

Provinsi

4 Kawasan

Urusan 

Pemerintaha

n Bidang 

Pekerjaan 

Umum dan 

Penataan 

Ruang

Memperkuat 

Infrastruktur 

untuk 

Mendukung 

Pengembangan 

 Ekonomi dan 

Pelayanan 

Dasar

Penguatan 

Interkonektivi

tas melalui 

Pembanguan 

Infrastruktur

persentase 

penyelenggaraan 

dan pemeliharaan 

bangunan dan 

lingkungan 

dikawasan 

strategis Provinsi

Meningkatnya 

Sarana dan 

prasarana 

bangunan pada 

kawasan Strategis 

Provinsi yang 

berkualitas

persentase 

penyelengga

raan 

bangunan 

dan 

lingkungan 

dikawasan 

strategis 

Provinsi

88.00%

Penataan 

Bangunan dan 

Lingkungan

100%

Meningkatnya 

perumahan dan 

pemukinan yang 

layak, ketersediaan 

air minum dan air 

limbah regional serta 

pengelolaan sampah 

regional

cakupan 

penyediaan 

pengelolaan 

sampah

20% Keciptakaryaan



Cakupan 

penyediaan 

pelayanan 

pengolahan air 

limbah domestik 

regional lintas 

kabupaten/kota

15%

Perencanaan dan 

Pengawasan 

Teknis Bidang 

Infrastruktur 

Permukiman

Pengawasan 

Teknis Bidang 

Infrastruktur

1 Dokumen
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n Bidang 
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OPD : 

Urusan
Prioritas 

Nasional

Prioritas 

Provinsi

Sasaran 

Tahunan OPD

Indikator 

Kinerja 

Sasaran 

OPD

Target 

Indikator 

Kinerja 

Sasaran 

OPD

Program
Indikator 

Program

Target 

Indikator 

Program

Kegiatan Sub Kegiatan

 Target 

Indikator 

Kinerja Sub 

Kegiatan

Peningkatan 

Kualitas 

Infrastruktur 

Kawasan 

Permukiman 

Kumuh

Peningkatan 

Kualitas Kawasan 

Permukiman 

Kumuh Provinsi 

Banten

25,03 Ha

Perencanaan 

Teknis bidang 

kawasan 

permukiman

12 Dokumen 

Pengawasan 

Teknis bidang 

kawasan 

permukiman

8 Dokumen

Penatagunaan 

Kawasan 

Permukiman

Penatagunaan 

Kawasan 

Permukiman

1 Kegiatan

Penatagunaan 

Pengembangan 

Perumahan

Penatagunaan 

Pengembangan 

Perumahan

1 kegiatan

Peningkatan 

Kualitas 

Infrastruktur 

Kawasan 

Permukiman 

Kumuh

Peningkatan 

Kualitas Kawasan 

Permukiman 

Kumuh Provinsi 

Banten

25,03 Ha
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Perencanaan dan 

Pengawasan 

Teknis bidang 

kawasan 

permukiman

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman

Meningkatnya 

perumahan 

dan pemukinan 

yang layak, 

ketersediaan air 

minum dan air 

limbah regional 

serta 

pengelolaan 

sampah 

regional

Luasan 

Kawasan 

Kumuh 

yang 

ditangani

333,30 Ha

Penyelenggara

an Kawasan 

Permukiman 

dan 

Perumahan

Luas Kawasan 

Kumuh yang 

ditata

25,03Ha

Penguatan 

Interkonektiv

itas melalui 

Pembanguan 

Infrastruktur

Memperkuat 

Infrastruktur 

untuk 

Mendukung 

Pengembangan 

 Ekonomi dan 

Pelayanan 

Dasar

Meningkatnya 

perumahan 

dan pemukinan 

yang layak, 

ketersediaan air 

minum dan air 

limbah regional 

serta 

pengelolaan 

sampah 

regional

Luasan 

Kawasan 

Kumuh 

yang 

ditangani

333,30 Ha

Penyelenggara

an Kawasan 

Permukiman 

dan 

Perumahan

Cakupan 

penyediaan 

perumahan dan 

PSU   

permukiman 

33.33%



Penyediaan dan 

Pembangunan 

Perumahan

Pembangunan/ 

Peningkatan PSU 

Permukiman

1 Unit

Perencanaan dan 

Pengawasan 

Teknis 

Perumahan

Pengawasan 

Teknis Perumahan
1 Dokumen

Perencanaan dan 

Pengawasan 

Teknis bidang 

kawasan 

permukiman

Pengawasan 

Teknis bidang 

kawasan 

permukiman

8 Dokumen

Perencanaan dan 

Pengawasan 

Teknis 

Perumahan

Pengawasan 

Teknis Perumahan
1 Dokumen

Perencanaan dan 

Pengawasan 

Teknis bidang 

kawasan 

permukiman

Pengawasan 

Teknis bidang 

kawasan 

permukiman

8 Dokumen

Perencanaan dan 

Pengawasan 

Teknis 

Perumahan

Pengawasan 

Teknis Perumahan
1 Dokumen

Penyediaan dan 

Pembangunan 

Perumahan

Penyediaan/rehabil

itasi rumah untuk 

relokasi program 

provinsi dan 

korban bencana

50 Unit

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman

Penguatan 

Interkonektiv

itas melalui 

Pembanguan 

Infrastruktur

Memperkuat 

Infrastruktur 

untuk 

Mendukung 

Pengembangan 

 Ekonomi dan 

Pelayanan 

Dasar

Cakupan 

penyediaan dan 

rehabilitasi 

rumah bagi 

korban bencana 

dan relokasi 

program 

provinsi

100%

Penyelenggara

an Kawasan 

Permukiman 

dan 

Perumahan

87.50%

Persentase 

Rumah 

Layak Huni

Meningkatnya 

perumahan 

dan pemukinan 

yang layak, 

ketersediaan air 

minum dan air 

limbah regional 

serta 

pengelolaan 

sampah 

regional

Meningkatnya 

perumahan 

dan pemukinan 

yang layak, 

ketersediaan air 

minum dan air 

limbah regional 

serta 

pengelolaan 

sampah 

regional

Luasan 

Kawasan 

Kumuh 

yang 

ditangani

333,30 Ha

Penyelenggara

an Kawasan 

Permukiman 

dan 

Perumahan

Cakupan 

penyediaan 

perumahan dan 

PSU   

permukiman 

33.33%



Perencanaan dan 

Pengawasan 

Teknis 

Perumahan

Pengawasan 

Teknis Perumahan
1 Dokumen

Penyediaan dan 

Pembangunan 

Perumahan

Peningkatan 

Kualitas

Rumah Tidak 

Layak Huni

145 Unit

Perencanaan dan 

Pengawasan 

Teknis 

Perumahan

Pengawasan 

Teknis Perumahan
1 Dokumen

Penyelenggaraan 

Pengadaan Lahan
Pengadaan Lahan 5000 m2

Perencanaan dan 

Pengawasan 

Teknis 

Perumahan

Perencanaan 

Teknis Perumahan
6 Dokumen

Penatagunaan 

Pengembangan 

Perumahan

Penatagunaan

Pengembangan 

Perumahan

1 kegiatan

Perencanaan dan 

Pengawasan 

Teknis 

Perumahan

Perencanaan 

Teknis Perumahan
6 Dokumen

Penatagunaan 

Pengembangan 

Perumahan

Penatagunaan

Pengembangan 

Perumahan

1 kegiatan

Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman

Penguatan 

Interkonektiv

itas melalui 

Pembanguan 

Infrastruktur

Memperkuat 

Infrastruktur 

untuk 

Mendukung 

Pengembangan 

 Ekonomi dan 

Pelayanan 

Dasar

Cakupan 

penyediaan dan 

rehabilitasi 

rumah bagi 

korban bencana 

dan relokasi 

program 

provinsi

100%

Penyelenggara

an Kawasan 

Permukiman 

dan 

Perumahan

87.50%

Persentase 

Rumah 

Layak Huni

Meningkatnya 

perumahan 

dan pemukinan 

yang layak, 

ketersediaan air 

minum dan air 

limbah regional 

serta 

pengelolaan 

sampah 

regional



Penatagunaan 

Pengembangan 

Perumahan

Penatagunaan 

Pengembangan 

Perumahan

1 kegiatan
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Urusan 

Pemerintahan 

Bidang 

Perumahan 

dan Kawasan 

Permukiman

Penguatan 

Interkonektiv

itas melalui 

Pembanguan 

Infrastruktur

Memperkuat 

Infrastruktur 

untuk 

Mendukung 

Pengembangan 

 Ekonomi dan 

Pelayanan 

Dasar

Cakupan 

penyediaan dan 

rehabilitasi 

rumah bagi 

korban bencana 

dan relokasi 

program 

provinsi

100%

Penyelenggara

an Kawasan 

Permukiman 

dan 

Perumahan

87.50%

Persentase 

Rumah 

Layak Huni

Meningkatnya 

perumahan 

dan pemukinan 

yang layak, 

ketersediaan air 

minum dan air 

limbah regional 

serta 

pengelolaan 

sampah 

regional


